
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 
NOMOR 11 TAHUN 2008 

TENT ANG 

RETRIBUSI PELAYANAN JASA 
KETATAUSAHAAN 

BAGL:\N HUKUM SEKRE'FARIAT DAERAH 
KABUPATEN GOWA 

TAHUN2068 



PERA 1l'URAN DAERAH KABl.JPATEN GOW A 
NOMOR p TAHUN 2008 

.TENT ANG 

RETRIBUSI PELA YANAN JASA KETA TAUSAHAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 

Mcnimbang a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan 
Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah 
perlu menggali sumber keuangannya 
sendiri guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan. pembinaan 
kernasyarakatan; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan 
sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a , perlu membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten Gowa tenrang 
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Mengingat 

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan. 

1. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 
teniang Pernbentukan Daerah-Daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan · R.etribusi 
Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000. tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisrne (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahua 1999 Nomor 
75, Tambahan . Lembaran Negara 
Republik �donesia Nornor 3851); 

'f" ,. 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah di.ubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nornor 59, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4844); 

5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 
tentang Perirnbangan Keuangan antara 

.Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan ILernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan IPemerintah Nomor 66 ·Tahun 
200!1 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tdhun 2001 Notnor 119. Tambahan 
Lembaran 'Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 IS9); 
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7. Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan, dan 
Pengawasan. . Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165,. Tambahan. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 
2001 . tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antaza Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi · dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200,7 Nomor · 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republjk Indonesia 
Nomor 4737'); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor LS Tahun 2006 tentang Jenis 
dan Bentuk Produk Hukunn Daerah; 

!Ol Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
.. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan. Keuangan Daerah 

• · , · sebagaimana · · telah diubah dengan 
Peraturan tvfunteri Dalam Negeri Nemer 
59 Tahun �007; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

Dit\:VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KA!BUPATEN GOWA 

dan 

BUPATIGOWA 

MEMUTUSKAN : 

IM011ot11plrnn: PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
GOWA TENT ANG RE11RIBU:Sl 
PELA'YANAN JASA KETA!fAUSAIHAAN 

BAB I . 
KE\I'ENTUAN UMUM 

PasalT 

'Dulumll'craturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
I. Dncrah . Otonom yang selanjutnya ''disebut daerah, 

adulah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batus-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pernerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat rnenurut prakarsa . sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indrinesia: . . 

2. Pernerintahan Daerah . adalah penyelenggaraan urusan 
pcmcrintahan oleh Pemerintah, Daerah dan QPRJ? menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
scluns-luasnya dalam .sistem dan prinsip 'Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Iii�riesia Tahun i945. 



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai Unsur Penyelengga.r:a Pemerintahan Daerah. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa .. 
5. Dewan Perwakilan 'Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

;6_ Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- 
Undangan yang berlaku. · 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan lkesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang' 'ii dale; melakukan 'usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firrna, kongsi, 'koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial . politik atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap dim bentuk badan lainnya, 

'8. Retribusi Jasa Ketatausahaan yang selanjutnya disebut 
retribusi adalah pungutan atas pelayananjasa ketatausahaan 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan dalam' bentuk leges. . 

'9. Jasa ketatausahaan lainnya adalah jasa ketatausahaan yang 
diberikru:i dleh Pemerintah Daerah yang· tidak . termasuk 
formulir, blangko perneriksaan, surat · izin, rekomendasi, 
dengan perencanaan yang kemungkinannya dapat tiinbul 
akibat perkembangan teknologi. . . . 

ro, Jasa umum.adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah .Wltuk . tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan t:ini.iiiit'serta'i:fapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan, · · 
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111. Wojib retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut 
Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
mclakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pcmotong retribusi tertentu. · · 

n. Turif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu 
yang 'ditetapkan untuk menghitung besamya retribusi yang 
tcrutang. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat 
SKRD ndalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besarnya pokok retribusi. . 

14. S\Jrnfl Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD 
udalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. . . 

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mcngumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan k;ewajiban retribusi 
daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Peraturan.Perundang-undangan Retribusi Daerah. 

JI(,. Penyidikan Tindak Pidana di bi dang Retribusi Daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
Pegnwai Negeri Sipil, yang; selanjutnya disebut penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tindak pidana dt bidang Retribusi 
Dacrah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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BABU 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan 
dipungut retribusi sebagai pungutan atas jasa 
ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan dalam 
bentuk leges. 

l'asal 3 
(1) Pelayanan jasa ketatausahaan yang dibenikan oleh 

Pernerintah Daerah yang meliputi penyediaan atau 
pernberian : 
a. Pengantar/blangko perneriksaan; 
b. Suratketerangan/rekomendasi; 
c. Legalisasi Surat 

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan jasa 
ketatausahaan bagi instansi pemerintah atau badan- 
badan sosial non kornersial/keagamaan. 

l'asal 4 
Subyek retribusi ada!ah orang pribadi atau badan yang. 
mendapatkan :Pelayanan jasa ketatausahaan 
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BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

ltotrlbusi pelayanan jasa ketatausahaan digolongkan sebagai 
uetribusi jasa umum. · 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGK:AT 

PENGGUNAAN JASA 
Pasal 6 

Tlngknt pcnggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah 
IJJGluy11mu1 jnsa ketatausahaan. 

Pasal 7 

1(1) Struktur dan besarnya tarif adalah sebag�imana terca�tum 
dnlnm lampiran dan . merupakan bagian yang tidak 
terplsahkan.dengan Peraturan Daerah ini. 

1(2) Jonis pclayanan jasa ketata:usahaan yang merupakan obyek 
pungutan oleh setiap badan, dinas .dan unit kerja lainnya 
dalam · lingkup Pemerintah Daerah .Kabupaten Gowa 
dltetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

I, .. : 
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·BABV 
WILA'Y AH PEMUNGUT AN 

Pasal 8 
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan jasa ketatausahaan diberikan. 

BAB VI 
PENETAPAN RETRIBUSI •. •' ; ,'. 

Pasal 9 · 
(1) Retribusi terutang ditetspkan dengan menerbitkan SK.RD 

atau dokurnen lain yang dipersamalran. 
(2) Bentuk, isi dan tata earn penerbitan SK.RD atau dokumen 

l�n yang dlipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (I) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIF 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasi,110 
(1) Pemllllgutan retribusi tidak dapat diborongkan, 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SK.RD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. . 
(3) Tata cara /pemungutan retribusi ditetapkan Iebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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BAB:YIIT .: 
tATA CAIµ PEMBAYARAN 

. Pasal 11. 
(I) Pcmbayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 
(2) Tutu· cara pernbayaran, penyetoran, tempat pembayaran 

rctribusi diatur dengan Peraturan Bupati 

BAB IX 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 12 

( I) Dupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan iretribusi -. 

(2) Tnto cara pengurangan, keringanan dan pembebasan 
totrl�usi sebagaimana dimaksud ayat (I) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati . 

BABX 
KETENTIJAN PIDANA 

Pasal 13 
(0

1) Waji'b rctribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
schingga, rnerugikan kenangan daerah diancam pidana 
kuru11gn11 paling lama 6 ( enam) bulan a tau denda paling 
b1m'yak Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). 

(2) Tindnk pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada!ah 
pclunggaran, 
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BAB XI 
PENYii>IKAN 

Pasal 14 . 

(!) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak · pidana di 
bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud. dalam 
U ndang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(I) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi llebih lengkap dan jelas; 

: b. meneliti, mencari, dan mengurnpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tind'ak 
pidana di bidang retribusi daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubungan · dengan tindak pidana di bi dang 
retribusi daerah; · ' · ' · 

d, memeriksa buku-buku., -catatan-catatan dan dokwnen- 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
refribusi daerahi: ' ·· · · 

· e. rnelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan,' 'pencatatan furn dckumen-dokumen 
lain, serta rnelakukan penyitaan terhadap '.barang bukti 
tersebut; 
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I'. mcminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksa:1a� 

tugus pcnyidikan tindak pidana di bidang retribusi 
dncrah; 

l!· mcnyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 
mcninggulkan ruangan atau tempat pada �aat 

pcmeriksaan sedang berlangsung dan mem�nksa 
ldcntitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
scbngnimana dimaksud pada huruf e; 

h. momotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pldanu rctribusi daerah; . 

I. mcmanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
dlpcriksa sebagai tersangka atau saksi; 

J, mcnghcrttikan penyidikan; tuk k 1 k. mclakukan tlndakan lain yang perlu un ' e ancaran 
pcnyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 
menurut hukum yang bertanggungJawab. 

(3) Penyidik sebagaiman� aimak_s�d dalarn ayat . (1) 
mcmbcrilnhukan dimulamya penyidikan dan menyampa1� 
tuwll pcnyidikannya kepada Penun�t l!fmum,. melalu'. 
Pcnyldik Pejabat Pdlisi Negara Republik Indonesia, sesuai 
dungnn. kctcntuan yang diatur dalam Undang-'Undang 
Hukum Acara Pldana yang berlaku. 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

' ' 
Pas!ll 15 

Pr,du Kuut Pcraluran Daerah ini mulai berlaku, maka semua 
ketenumn yang bertentangan -dengan Peraturan Daerah ini 
tllnyuiukun tldak berlaku. 
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' Schubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah 
ynng luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana 
dlmnksud dalam l!Jndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
umtnng Pcmerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
lornkhir dcngan Undang-Undang 'Nomor 12 Tahun 2008 
lOntnng Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Peinerintahan Daerah, maka kepada . . ' .. 
dnoroh diberikan kewenangan dan kemarnpuan untuk 
mcnggali sumber-sumbei keuangan sehdii.i sehirigga 'dapat 
menyediakan sumber pexrlb}ay�aii uil!1Jk penyelenggaraan 
pemcrintahnn, pembariguiutii dan kemasyarakatan, 

Scbit'gt1i ;'konsekuensi dari luasnya kewenangan 
yring dibcrikan'kepada daerah tersebut, fpaka tuntutan akan 
pclnynnnn kepada masyarakat rnenjadi semakin besar pula, 
kru:onn hcndaknya beban yang dipikul oleh masyarakat 
dopot berlmbang dengan rpelayanan yang diberikan oleh 
Pomerintah daerah. Oleh karena itu Pemerintah 'Daerah 
Jusa dituntut untuk dapat menyediakan ·sumber-sumber 
pondnpa,tan yang memadai untuk menyelenggarakan 
urusan tersebut. 

PENJELASAN ATAS 

' l'ERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 
NOMOR 11 TAHUN.2008 

TENTANG'. 
: . - . . . i ·.J : 

11ETRIBl.JSl JASA PELA YANAN KETATAUSAHAAN 

11: UMVM 

ASINLIMPO 

���� di Sungguininasa 
"15 September 2008 

Pasal 16 . 
·llKetenttian lebih lahjut �engenai · teknis pelaksanaannya diatur 

engan Peraturan Bupati. , 

BABXIU 
IKE'.):ENTU.AN PENUTUP 

Pas.al.17 
Peraturan ?aerah ini mutai berlaku Pad a. tang�al di�dangkan. 

Agar setiap orang dapat mengefahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini · dengan dalarrs Lembaran Daeiah Kabmpaten Gowa, . . penempatannya 

Diundangkan di :sungguminasa 
. 15.September 2008 

H !i l< "-1 •.'f. 

tf,l!llf� 

8£•WILIJA 
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Pasal 15 
Pasal I 6 
Pasal 17 

. :. Cukup jelas · 

. : Cukup jelas 
: Cukup j elas 

l,/\MPll(AN 

N · MOR 
'ANOOAL 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 
TENTANG IRETRIBUSI PELA YANAN JASA 
KETATAUSAHAAN 

TAMBAHAN LEMBARAN D . . 
IIBRAH KABUPA TEN GQWA NOMOR 11 
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No Jcnis - Jenis Jasa Ketatausahaan Tarif 
(Ro) - A 1ror11111lir/Blangko Permohonan 

J llondnftaran Kendaraan Roda 4 5!000 
,' 2 Peudaftaran Perusahaan 6!000 -; 

� Pcndnftaran lndustri 6!000 
r, 

� Pendaftaran Usaha Perdagangan 6!000 -, 

' Pendnftaran Usaha Koperasi 5!000 ,. 

' Pendaflaran Ternpat Usaha 6!000 ., 
(lormulir/Blangko lain yang dipersamakan 1 5!000 ., 'n Surnt Keterangan/Surat Izin ., I Surnt Keterangan Berbadan Sehat 5!000 ,; 
Surut Izin Penggunaan ' Sarana!Prasarana . � 50!000 
Ke�ohntan · 

3 lzln Rekrut TKI 5.000 
4 Rekomeiiciasi Penelitian ·1 Survey (konsultan) yang 100.000 

ttlfo.tnyn Komersial . . . 
6 Kolornngnn Penelitian I 'Survey I Konsultan yang 50.000 

nlfutnyn llmiah 
7 13obns Temuan pengawasan fungsional 25.000 
8 11,ln Pendlrian dan Pendaftaran LSM I Onmas 5.000 
0 Surat Kctcrangan Belum./ Telah Menikah 10.000 
10 Surat Keterangan Domisili IKTI> Sernentara 5.000 
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1 2 
11 Pindah Ailamat 
12 Surat Keterangan Lainnya 
C Rekomendasi 
1 Rekomendasi Izin Belajar 
2 Rekornendas! untuk mendapatkan fasilitas kredit 

penggunaan Angkutan urnum (darat, laut dan 
udara) 

3 Rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan 
4 Dokumen lelang/tender' · 
5 Izin PenggunaanJPenutupan Jalan 

'6 Pemasangan reklame . . 
7 Rental I Penjualan I Penyewaan Play Staiion 

. 8 Penyelenggaraan Jasa · Pos · dan Telekornunikas] 
(wartel, Ffp dan voucher) 

9 Rental I Penjualan VCD I DVD 
IO Pelaksanaan Pameran · 
11 Penggunaan Badan Jal� 
12 Pendirian Percetakan I Grafika . 
15 Penerbitan LPPS - AKL 
D Pengesahan Peta, Gambaran, Bagan, Light 

Druck yang terkait dengan Per.encanaan 
Proyek Nilai Kontrak di bawah Rp, l 00 juta : 
a. Skala 1 : 20.000 · 
b. Skaia'i: 10.000 
c. Skala I : 1.000 
d. Skala l : . '.: 500: 
e. Skala 1 : ioo . . 

2 RroyekNiiai ko9t:r<\l<Rp, 100-200juta: · 
a. Skala 1 : 20'.000 · · · • · 

3 
5.000. 

10.000 

10.000 
10.000 
25.000 

10.000 
15.000 

30.000 

10.000 

20 

2 3 
20.000 
30.000 
40.000 
so.ooo 

20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 

30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 

40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 

50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 
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7 Proyek Nilai Kontrak I milyar : 
a. Skala I : 20.000 
b. Skala I : I 0.000 
c. Skala I : 1.00€) 
d. Skala 1 : 500 
e. Skala I : 101!) 

•tHIAI';, 

HKQ!/ILDt. 
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